PEMERINTAH KOTA MEDAN
SEKRETARIAT DAERAH KOTA

Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Telepon: 4512412
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PERATURAN WALIKOTA MEDAN
NOMOR 35 TAHUN 2011

TENTANG

FE'I‘['}Y-I[-"H TEKNIS PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KOTA MEDAN NOMOR TTAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN Y ANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,

Menimbhang : a fm!m-u Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak
Hiburan It:l;;h ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 1 Juli 2011, dan
untuk meningkatkan pelayanan serta efekiifitas pemungutan Pajak

Hiburan, maka diperlukan pengaturan  lebih lanjut tentang petunjuk teknis
pelaksanaannya;

b. buhwa berdasarkan pertimbangan schagaimuna dimaksud dalam huruf a di
atas, perlu membentuk  Peraturan Walikota entang  Petunjuk  Teknis
Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tuhun 2011 tentang Pajak
Hiburan; -

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Dacrah
Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Dacrah Propnsi Sumatera
Utara ;

L

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentung Badan Penyelesaian
Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor
40. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684):

3. Undung-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penugihan Pajak dengan
Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 No. 42
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3683) schagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajuk dengan Surat Paksa -

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak
{(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2002 Nomor 27 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) ;

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4 189);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeriniahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) :
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintuhan Daerah (Lembaran MNegara
Republik Indonesia  Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan  Ruuang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725} 1

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisalaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049)

Peraturan Pemerintah Nomer 135 Tahun 2000 tentang lata Cara Penvitaan
dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (L.embaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4049)

 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinuan

dan Pengawasan Penyclenggaraan Pemerintahan Dacrah (Lembarun
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 45973):

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemecrintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan
Pemerintahan Dierah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Tembaran Negara Republik
Indonesia Nemor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 2010 tentang Tata Cura Pemberian

Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Dacrah Dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119);

Peraturan Pemerintzh Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah
Yang Dipungut Berdasarkan Penetapan Kepala Dacrah Atau Dibavar
Sendiri Oleh Wajib Pajak [iburan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5179);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007 tentang
Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah :

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem
dan Prosedur Administrasi Pajuk Daerah, Retribusi Daerah dan Pendapatan
Lain-lain ;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang
Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 172 Tahun 1997 tentang Kritena
Waijib Pajak Hiburan yang Wajib Menyelenggarakan Pembukuan dan Tata
Cara Pembukuan;



20, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang l'ata
Cura Pemeriksaan di bidang Pajak Daerah:

21, Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran
Dacrah Kota Medan Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 2) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kota Medan Nomeor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Organisasi dan Tata Ketja Perangkat Daerah Kota Medan (Lembaran
Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Medan Nomor 8) :

22 Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 2011 temtang Pajak
Hiburan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2011 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :  PERATURAN  WALIKOTA  TENTANG PETUNJUK  TEKNIS

PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN NOMOR 7
TAHUN 2011 TENTANG PAJAK HIBURAN

BABI1
KETENTUAN UMUM

Pasal |

Dalam Peraturan Walikota ini. yang dimaksud dengan:

.

o

Kota adalah Kota Medan.

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Medan.

Kepala Daerah adalah Walikota Medan.

Dinas Pendapatan Dacrah adalah Dinas Pendapatan Dacrah Kota Medan.
Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kota Medan.

Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan dacrah
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pajak Daerah adaluh kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau
Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkun
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya
kemakmuran rakyat.

Wajib Pajak Hiburan adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajuk, pemotong
pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dacrah.

Badan adalah sckumpulan orang dan‘atau modal yang merupakan kesatuan baik yang
melakukan usaha maupun vang tidak melakukan usaha yang meliputi Perscroan Terbatas,
Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan
Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masss, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan luinnya termasuk kontrak
investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
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. Surat Pengukuhan adalah Surat yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sebagai dasar untuk

melakukan pemungutan pajuk.
Pajak Hiburan yang sclanjutnya disebut Pajak, adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan.

Hiburan adalah semua jenis tontonan. pertunjukan, permainan dan/atau keramaian yang
dinikmat dengan dipungut bayaran.

Hiburan Insidentil adalah hiburan vang diselenggarakan secara insidentil atau tidak tetap
dengan menggunakan Tanda Masuk, termasuk penyelengsaraan hiburan dalam acara
menjelang pergantian tahun baru.

Penyelenggara hiburan adalah orang pribadi atau Badan vang menvelenggarakan hiburan
baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi

tanggungannya.

Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun
yang dapat dipergunakan untuk menonton. menggunakan atau menikmati hiburan.

Harga Tanda Masuk yang selanjutnya disingkat HTM, adalah nilai jual yang tercantum pada
tanda masuk yang harus dibayar oleh penonton atau pengunjung,

Pembayaran adalah jumlah nilai vang atau yang dapat disamakan dengan itu vang diterima
atau scharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan jasa kepada penyelenggara
hiburan.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang vang menghadiri suatu hiburan untuk melihat
dan‘atau mendengar, menikmatinya atau menggunakan fasilitas vang disediakan oleh
penyelenggars hiburan kecuali penyelenggara. karyawan. artis, pelugas yang menghadin
untuk melakukan tugas pengawasan.

. Bioskop adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan pemutar film dan fasilitas untuk

pertunjukan film serta dapat menyediakan jenis pelayanan makanan dan minuman,

Diskotik adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik rekaman. tata suara. tata
lampu, dan fasilitas untuk arena melantm vang dipandu oleh penata lagu (dise-jockey) sena
dilengkapi dengan fasilitas bar,

- Musik hidup adalah usaha yang menyediakan tempat, alat musik. tata suars, tata lampu.

pemain musik. penyanyi dan fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung
pada restoran, bar dan sejenisnya.

- Karaoke adalah usaha yang menyediakan tempat, ruangan, peralatan tata suara dan fasilitas

untuk menyanyi yang diiringi musik rekaman serta dapat menyediakan makanan dan/atau
minuman.

- Klab malam adaluah usaha yang menyediakan tempat, peralatan musik hidup, pemain musik,

tata suara, tata lampu, dan fasilitas untuk berdansa. menyediakan jasa pelayanan pramuria,
serta pelayanan makanan dan‘atau minuman.

Panti pijat atau Griya pijat adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas pemijatan
yang dilakukan oleh tenaga pemijat terlatih dan berpengalaman dalam keahlian pijat
relaksasi dan kebugaran.

Mandi uap adalah usaha yang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas mandi uap dan
menyediakan tenaga pemijat.
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Spa (Sante Par Aqua) adaloh usaha penyediaan tempat dan [asilitas relaksasi, kebungaran
dan kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi musik dan lerapi sejenis
lainnya yang dilakukan oleh tenaga terlatih dan berpengalaman.

Bola sodok (billvar) adalah usaha vang menyvediakan tempat, peralatan dan fasilitas untuk
bermain bola sodok serta dapat menyediakan jenis pelavanan makanan dan/atau minuman.

. Bola gelinding (bowling) adalah usaha vang menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas

untuk bermain bola gelinding serta dapat menyvediakan jenis pelayanan makanan dan/atau
minuman dan fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

. Seluncur (ice skating) adalah usaha yang menyediakan lempat, peralatan dan fasilitas untuk

bermain ancka scluncur serta dapat menvediakan jenis pelayanan makanan dan/atau
minuman, serta fasilitas penjualan dan persewaan peralatan permainan tersebut.

Permaman ketangkasan manual/elektronik adalah usaha yang menyediakan tempat,
peralatan, mesin, dan fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi
anakanak dan orang dewasa. serta dapat didukung dengan perkembangan teknologi
komputer yang menggunakan perangkat lunak dan perangkat keras tertentu.

. Taman rekreasi adalah usaha yvang menvediakan tempat dan fasilitas untuk membenkan

kesegaran jasmani dan rohani vang mengandung unsur hiburan dan jenis atraksi tertentu
serta dapat menyediakan pelayvanan makanan dan/atau minuman.

Pagelaran kesenian adalah usaha vang menyediakan tempat, peralatan, (asilitas, tata suara,
tata lampu dan fasilitas untukpertunjukan hiburan seni dan budaya serta dapat menyediakan
pelayanan makanan dan/atau minuman.

Peredaran usaha atau omzet adalah penerimaan bruto sebelum dikurangi biava-biava.

Bon penjualan atau bill, laktur atau invoice adalah dokumen bukti pembayaran yang
sekaligus sehagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh Wajib Pajak Hiburan pada saal
pengajuan pembayaran kepada subjck pajak.

Perporasi adulah tanda pengesahan dari Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan atas benda
berharga dan benda lainnva vang akan dipergunakan atau diedarkan di - masyarukat.

Masa Pajak adalah jangka waktu | (satu) bulan kalender atau jangka wakiu lain yang diatur
dengan Peraturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender. yang menjadi dasar
bagi Wajib Pajak Hiburan untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak vang
terutanyg.

Pajak vang terutang adalah pajak vang harus dibayar pada suatu saat. dalam Masa Pajak,
dalam Tahun Pajak. atau dalam Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek pajak dan
subjek pajak. penentuan besarnya pajak vang terutang sampai kegiatan penagihan pajak
kepada Wajib Pajak Hiburan serta pengawasan penyetorannya.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Medan.

Nomor Pokok Wajib Pajak Hiburan Daerah. vang sclanjutnya disebut NPWPD adalah
nomor vang diberikan kepada Wajib Pajak Hiburan Dacrah sebagai sarana dalam
administrasi perpaiakan daerah vang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas
Wajib Pajak Tiburan Daerah dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pajak vang terhutang
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Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah yang selanjutnva disingkat SPOPI. adalah surat yang
digunakan Wajib Pajak IHiburan untuk mendaltarkan diri dan melaporkan objek pajak atau
usahanya ke Dinas Pendapatan Daerah Kota Medan.

Surat Pemberitahuan Pajak Dacrah yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah sural yang
oleh Wajib Pajak Hiburan digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran
pajak. objek pajak dan/atau bukan objek pajuk. dan/atau harta dan kewajiban sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah vang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau
penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain ke Kas Dacrah melalui tempat pembayaran yang dihunjuk oleh Walikota,

Surat Ketetapan Pajak Daersh Kurang Bavar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah
Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besamya jumlah pokok pajak. jumlah kredit pajak.
jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besamya sanksi administrasi, dan jumlah
pajak yang masih harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat
SKPDKBT. adalah Surat Ketctapan Pajuk vang menentukan tambahan atas jumlah pajak
yang telah ditetapkan,

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil vang sclanjutnya disingkat SKPDN, adalah Surat
Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarmya dengan jumlah kredit
pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerash Lebih Bavar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah
Surat Ketetapan Pajak vang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah
kredit pajak lebih hesar daripada pajak vang terutang atau scharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajuk Daerah yang selanjuinya disingkat STPD. adalah surat untuk
melakukan tagihan pujuk dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah Surat Keputusan yang membetulkan kesaluhan tulis,
kesalahan  hitung, dan/atau kekeliruan pencrapan ketentuan tertentu dalam  peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam Surut Pemberitahuan Pajak
Terutang. Surat Ketetapan Pajak Dacrah. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat
Ketetapan Pajak Dacrah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapun Pajak Daerah Nihil,
Surat Ketetapan Pajak Duerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak Daerah, Surat Keputusan
Pembetulan, atau Surat Keputusan Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas  Kkeberatan terhadap  Surat
Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat Ketetapan Pajak Daernh, Sural Ketetapan Pajak
Daerah Kurang Bavar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tamabahan, Sural
Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau terhadap
pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang dinjukan oleh Wajib Pajak.

Banding adalah upayva hukum vang dilakukan oleh Wajib Pajak Hiburan atau Penanggung
Pajak terhadap suatu Keputusan vang dapat digjukan banding. berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku,

Putusan Banding adalah Putusan Badan Peradilan Pajuk atas banding terhadap Surat
Keputusan Keberatan vang diajukan oleh Wajib Pajuk.
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Pembukuan adalah suatu proses pencatatan vyang dilakukan secara teratur untuk
mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal,
penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolchan dan penyerahan barang atau jasa, yang
ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.

Pengawasan adalah serangkaian kegiatan untuk mengawasi pemenuhan  kewajiban
perpajakan Wajib Pajak Hiburan dan menegakkan ketentuan peraturan perundang-undangan

perpajakan daerah.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data. keterangan,
dan/atau bukti vang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dacrah dan/atau
untuk tujuan lain dulam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan dacrah.

. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh

Jurusita Pajak kepada Wajib Pajak Hiburan atau Penanggung Pajak tanpa menunggu jatuh
tempo pembayaran vang meliputi seluruh utang pajok dari semua jenis pajuk, Masa Pajak,
Tahun Pajak dan Bagian Tahun Pajak.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.

BABIT
PENDATAAN, PENDAFTARAN DAN PELAPORAN OBJEK PAJAK

Bagian Kesatu
Pendataan

Pasal 2
Pendataan objek Pajuk Hiburan dilakukan dengan memberikan Surat Pemberitahuan Pajak
Daerah (SPTPD) kepada Wajib Pajak Hiburan dan/atau diambil sendini oleh Wajib Pajak
Hiburan ke Kantor Dinas Pendupatan Dacrah.

HPTETH Eﬂ‘bag:[til:nﬂﬂﬂ dimaksud pada ayat (1) wajib diterima oleh Wajib Pajak Hiburan dan
sclanjutnya diisi dengan jelas. benar dan lengkap seria ditandatangani oleh Wajib Pajak
Hiburan atau kuasanya.

Bagian Kedua
Pendaftaran

Pasal 3
Setiap Wajib Pajak _H_iburau wajib mendaftarkan usahanya atau objek Pajak Hiburan dengan
menggunakan SPOPD kepada Dinas Pendapatan Daerah melalui Bidang Pendataan dan
Pendaftaran,

Pendaftaran objek Pajak Hiburan sebagaimana dimaksud pada avat (1) berupa pendaftaran
#las penyelenggaraan hiburan sebagaimana vang diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Peraturan
Daerah Kota Medan Nomor 7 Tahun 201 | tenting Pajak Hiburan.

SPOPD sebagaimana dimaksud pada avat (1) diambil sendiri oleh Wajib Pajak Hiburan dan
wajib diisi dengan benar, jelas, lengkap dan ditandatangani dengan mciampirkan:

. fotocopy identitas diri (K'TP, SIM, atau paspor):

. fotocopy akte pendirian untuk Badan Usaha:

fotocopy Surat Keterangan Domisili saha:

- sural [zin Usaha atau Sural 1zin penyelenpgaraan hiburan dari instansi yang berwenang:
sural Kuasa apabila pemilik/pengelola usaha/penanggung jawab hurhﬂlamgun dcﬁgan
disertai fotocopy identitas diri (KTP, SIM, paspor) dari pemberi kuasa,

n oo o




(4)

(6)

(7)

(8)

()

{. Setiap foto copy vang merupakan persvaratan pendafiaran usaha atau objek pajak hiburan
harus di legalisir oleh pejabat yang berwenang dan/atau menunjukkan aslinya kepada

pelugas.

SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan kepada Dinas Pendapatan
Daerah melalui Bidang Pendatsan dan Pendafltaran, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum
penyelenggaraan hiburan.

Bagi Waijib Pajak Hiburan yang teluh mendaftarkan usahanya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kepala Dinas menerbitkan:

g, Surat Pengukuhan sebagai Wajib Pungut:

b, Kartu NPWPD;

¢. Pemberitahuan pemungutan pajak.

Untuk pemungutan Pajak Hiburan, Kepala Dinas menctapkan pengusaha hiburan sebagai
Waijib Pungut Pajak Hiburan disertai penerbitan NPWPD.

Kepala Dinas menerbitkan NPWPD secara jabatan, apabila Wajib Pajak Hiburan tidak
menyampaikan SPOPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pemberitzhuan pemungutan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e. wajib
dipasang oleh Wajib Pajak Hiburan pada tempat yang mudah dilihat, dibaca oleh
pengunjung/tamu atau di tempat pembayaran (kasir).

Pemberitahuan pemungutan pajak scbagaimana dimaksud pada ayat (8). dikecualikan dari
penyelenggarann hiburan insidentil.

(10) Penerbitan NPWPD secara jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah penerbitan

NPWPD yang dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan data atuu keterangan lain yang
dimiliki Dinas Pendapatan Dacrah yang bukan berdasarkan data dari Wajib Pajuk Hiburan.

(11)Wajib Pajak Hiburan yang tidak mendaftarkan usahanya kepada Dinas Pendapatan Daerah

(1)

(2)

&)

(4)

scbagaimana dimaksud pada ayat (4), dikenakan sanksi sesuai deongan peraturan perundang-
undangan vang berlaku,

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 4
SPTPD yang berisikan pelaporan atas omzet penerimaan bruto Wajib Pajak Hiburan atas
penyelenggaraan hiburan disampaikan paling lama 15 (lima belas hari) setelah berakhimya
masa pajak.

Apabila batas waktu penyampaian SPTPD bertepatan pada hari libur, maka batas waktu
penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya,

Khusus terhadap penyelenggaraan hiburan insidenti], penyampaian SPTPD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga) hari setelah
hiburan insidentil selesai diselenggarakan,

Penyampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan dokumen

lain, berupa:

a. rekapitulasi omzet penerimaan bulan vang bersangkutan:

b. realisasi penggunaan tanda masuk bagi penyelenggara hiburan vang menggunakan tanda
masuk;

¢. rekapitulasi penggunaan bon penjualan atau bill berikut tindasan atau struk cash register
(bagi penyelenggara hiburan yang menggunakan bill atau struk register),

d. tindasan bukt setoran pajak vang telah dilakukan.



(3)

(6)

(7)

(1)

(2)

(1)

(1)

SPTPD dianggap lidak disampaikan apabila tidak ditandatangani oleh Wajib Pajak Hiburan
atau kuasanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atay tidak melampirkan keterangan
atau dokumen scbagaimana dimaksud pada ayat (4).

Penyampaian SP1TPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disertai dengan dokumen

lain, berupa:

a. rekapitulasi penerimaan  bruto  atas  penyelenggaraan  hiburan  insidentil vang
bersangkutan;

b. realisasi penggunaan tanda masuk, berikut potongan landa masuk yang terjual dan tidak
terjual;

¢. tanda terima (asli) vang jaminan pembayaran Pajak Hiburan insidentil dari petugas Dinas
Pendapatan Daerah.

Terhadap penvelenggaraan hiburan insidentil, penyampaian SPTPD atau dokumen lain
sebagaimana dimaksud pada avat (4). dilakukan dalam jangka wakiu paling lama 3 (tiga)
hari setelah hiburan insidentil diselenggarakan.

Pasal 5
Atas permohonan Wajib Pajak Hiburan. penyampaian SPTPD dapat diberikan perpanjangan
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja oleh Kepala Dinas atau pejabat yang dihunjuk,
kecuali untuk SPTPD atas penyvelenggaraan hiburan insidentil,

Permohonan perpanjangan jangka waklu penvampaian SPTPD sebagaimana dimaksud pada
aval (1) digjukan secara tertulis disertai alasan yang jelas sebelum berakhirnya batas waktu
penyampaian SPTPD schagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat ().

Pasal 6
Wajib Pajak Hiburan dengan kemauan sendiri dapat membetulkan SPTPD yang telah
disampaikan, dengan menyampaikan surat pernyataan lertulis kepada Kepala Dinas atau
pejabat vang dihunjuk. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sesudah berakhirnya masa pajak
atau tahun pajak. sepanjang belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

Dalam hal Wajib Pajak Hiburan membetulkan sendiri SPTPD sebagaimuna dimaksud pada
avat (1), vang mengakibatkan utang pajak menjadi lebih besar. maka dikenakan sanksi
administrasi berupa bunea sebesar 2% (dua persen) sebulan atas jumlah pajak vang kurang
dibayar, dihitung scjak saat herakhimya penyampaian SPTPD sampai dengan tangpal
pembayaran akibat dari pembetulan SPTPLY.

BAB 1
TATA CARA PENETAPAN DAN PEMBAYARAN PAJAK

Bagian Kesatu
Penetapan

Pasal 7
Pajak Hiburan dipungut dengan Sistem Self Assesment vang memberikan kepercayaan
kepada Wajib Pajak Hiburan untuk menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar
dan melaporkan sendiri pajak terutang kepada Dinas Pendapatan Daerah.

Wajib Pajak Hiburan dalam menghitung, memperhitungkan, menetapkan, membayar dan
melaporkan sendiri pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada avat (1), menggunakan
SPTPD.

Pasal 8

(1) Dalam jangka wakiu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya Pajak Hiburan. Kepala Dinas

atau Pejabat vang dihunjuk dapat menerbithan:
a. SKPDKB dalam hal:
|. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atan keterangan lain. pajak yang terutang tidak
atau kurang dibayar:




